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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 

NOMOR 8 TAHON 2000 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DEMAK, 

a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupa­
kan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan 
Pemerintahan Nasional sehingga Desa memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentin­
gan masyarakat; 

b. bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan menge­
nai Pemerintahan Desa adalah keane~aragaman, 
partieipaei, otonomi asli, demokraei dan pember­
dayaan masyarakat; 

c. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan di 
dalam negeri eerta pereaingan global, perlu 
penyelenggaraan otonomi Desa dengan memberikan 
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab 
kepada Deaa aecara proporaional; 

maka 
Deaa, 
Kerja 

efektif 

d. bahwa aehubungan dengan huruf a, b dan c, 
perlu menata kembali sistem Pemerintahan 
khusuanya Suaunan Organiaasi dan Tata 
Pemerintah deaa agar lebih efiaien dan 
aeauai kebutuhan; 

e. bahwa untuk makeud teraebut di atas perlu mene­
tapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben­
tukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinai Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 

3. Undang 
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3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim­
bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 
(Lembaran NegFra Tahun 1976 Nomor 
Lembaran Negara Nomor 3079) ; 

1976 
II 

25, 

tentang 
Semarang 
Tambahan 

5. Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor·4 Tahun 1999 
tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai 
pelakeanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 
tentang Pemerintahan Deaa 

6. Keputusan Menteri Dalam Neseri Nomor 63 Tahun 
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian 
Periatilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Deaa dan Kelurahan 

7. Keputuaan Menteri Dalam Negeri Nomor 
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan 
Desa; 

64 Tahun 
Mengenai 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor · 7 Tahun 
2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan 
Desa. 

Dengan persetujuan : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG SUSUNAN 
ORGANISASI DAtJ TATA RERJA PEMERINTAH DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengap 

a. Daerah adalah Kabupaten Demak; 

b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak; 

c. Pemerintah 
Pemerintah 

Pus .. t 
adalah 

yang selanjutnya disebut 
Perangkat Negara Kesatuan . . 

Republik Indonesia yang terdiri dari Preeiden dan 
para Menteri; 

d. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta 
Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Ekskutif 
Daerah; 

e. Camat . , .. 
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adalah Bupati beserta 
yang lain sebagai Badan 

e. Pemerintah Kabupaten 
Perangkat Daerah Otonom 
Eksekutif Daerah; 

f. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memim­
pin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 
Kecamatan; 

g. Deaa adalah kesatuan maayarakat hukum yang 
memilik1 kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdaearkan asal­
usul dan adat iatiadat aetempat yang diakui dalam 
aistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 
Kabupaten; 

h. Badan Perwakilan Desa yang aelanjutnya disebut 
BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atae 
pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Deaa yang 
berfungsi mengayomi adat iatiadat, membuat 
peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspira­
si masyarakat aerta melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

i. Lurah Desa adalah pejabat yang 
lenggaraan pemerintah Desa yang 
kepada rakyat melalui BPD; 

memimpin penye­
bertanggungjawab 

j. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong 
Desa; 

k. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD; 

1. Pamong Desa adalah Penjabat Pemerintah Desa yang 
membantu tugas Lurah Desa dalam menyelenggarakan 
Pemerintah Desa dan pembangunan Desa; 

m. Dukuh adalah bagian wilayah dalam Desa yang 
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerinta­
han Desa. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN WEWENANG PEMERI NTAH DESA 

Bagian Pertama 
Kedudukan 
Pasal 2 

(1) Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan 
Perwakilan Desa. 

(2) Pemerintah 
ayat (1) 
Desa. 

Desa dan BPD sebagaimana · dimaksud 
melaksanakan kegiatan Pemerintahan 
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Bagian Kedua · 
Wewenang 
Paso.l 3 

( 1 ) Kewenangan Desa meliputi : 
a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul Desa; 
b. kewenangan yang oleh Peraturan Perunclang­

unclangan yang berlaku belum clilaksanakan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Propinsi clan Pemerin­
tah Kabupaten; 

c. ·tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah 
Propinsi _clan Pemerintah Kabupaten. 

(2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksucl ayat (li 
~ 

huruf c diserta: clengan pembiayaan, sarana dan 
prasarana serta sumber daya manusia. 

(3) Pemerintah Desa berhak menolak pelakeanaa11 tugas 
pembantuan yang ticlak disertai dengan pe,m­
biayaan, sarana dan prasarana aerta sun,ber day a 
manuaia. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Paaal 4 

(1) Pemerintah Desa terdiri dari Lurah Desa clan 
Pamong Desa. 

(2) Pemerintah Desa dipimpin oleh Lurah Desa . 

Pasal 5 

Pamong Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), 
tercliri clari 
a. unsur Staf yaitu Sekretariat Desa sebagai unsur 

pel ayanan; 
b. unsur pelaksana yaitu unsur pelakeana teknis 

lapangan; 
c. unsur wilayah yaitu unsur pembantu Lurah Desa di 

bagian wilayah Desa / Dukuh dengan sebutan . Bekel 
/ Kamituwo. 

(1 ) 

(2) 

Pasal 6 

Sekretariat Dess sebagaimana dimakaud Pasal 5 
hitruf a terdiri dar1 : 
a . Carik Desa; 
b . Staf urusan pemerintahan; 
c. Staf urusan pembangunan; 
d. Staf urusan keuangan; 
e . Staf urusan umum; 
f. Staf urusan kesejahteran rakyat ( KESRA} . 
Jenis Staf Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
disetiap Desa tldak haru-s sama, disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kemampuan Deaa. 

Pasal 
7 ·-J ·· 
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Pasal 7 

(1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 5 
huruf b, terdiri dari: 
a. pelaksana teknis bidang Kamtrantib; 
b. pelaksana teknis bidang keagamaan dan adat 

istiadat; 
c. pelaksana teknis bidang pengairan; 
d. pelaksana teknis pemungutan pendapatan Desa; 
e. pelaksana teknis lain. 

(2) Masing-masing pelaksana teknis eebagaimana di­
makeud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, 
disebut dengan sebutan Kepetengan/Jogoboyo., 
·Modin, Ulu-ulu dan Kebayan. 

(3) Jenis dan masing-masing uneur pelaksana teknis 
sebagaimana dimaksud ayat (1) disetiap Desa 
tidak harus sama, disesuaikan dengan kebutuhan 
dan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan 
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) . 

Pasal 8 

Unsur wilayah sebag~imana dimaksud Pasal 5 huruf c 
jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 
keuangan Desa. 

BAB IV 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 9 

(1) Lurah Desa berkedudukan eebagai pimpinan penye­
lenggaraan Pemerintah Desa berdaearkan kebijakan 
yang ditetapkan bereama BPD. 

(2) Lurah Desa mempunyai tugae dan kewajiban: 
a. memimpin pelaksanaan tugas pemerintah Desa 

dan pembangunan; 
b. membina kehidupan masyarakat Deea; 
c. membina perekonomian Desa; 
d. memelihara keamanan, ketentraman dan keterti­

ban masyarakat Desa; 
e. mendamaikan perselieihan masyarakat di Desa; 
f. mewak111 Desanya didalam dan diluar Pengadi­

lan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya; 
g. mengajukan Rancangan Peraturan Deea dan 

selanjutnya menetapkan eebagai Peraturan Desa 
setelah mendapat persetujuan BPD; 

h. menjaga keleetarian adat ietiadat yang hidup 
dan berkembang di Desa yang bersangkutan. 

(3) Pelokeanaan . · j"- · 
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(3) Pelaksanaan tugas Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud ayat (2) huruf a termasuk juga pelaksa­
naan pendataan penduduk untuk kepentingan 
naeional dan melaporkannya pada . Pemerintah 
melalui Bupati dengan tembusan Camat. 

(4) Untuk mendamaikan pereelieihan 
dimaksud ayat (2) huruf e, Lurah 
dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat. 

sebagaimana 
Desa dapat 

(5} Segala pereelisihan yang telah didamaikan 
Lurah Desa dan diterima oleh pihak-pihak 
berselieih bersifat mengikat pihak-pihak 
berselisih. 

'Paeal 10 

oleh 
yang 
yang 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaima­
na dimaksud Pasal 9, Lurah Desa bersikap dan bertin­
dak adil, tidak diekriminatif serta tidak mempersu­
lit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat . 

Pasal 11 

Dalam menjalankan tugas dan fungeinya eebagai pe­
nanggung jawab utama d1 bidang pembangunan Lurah 
Desa dibantu oleh lembaga kemaeyarakatan yang ada di 
Desa yang merupakan mitra dalam aspek perencanaan, 
pelakeanaan dan pengendalian pembangunan yang ber­
tumpu pada kepentingan masyarakat. 

Pasal 12 

(1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf 
yang mempunyai tugae membantu Lurah Desa dalam 
pelayanan administrasi dan tata usaha Desa. 

(2 ) Sekretariat Deea dipimpin oleh Carik Desa yang­
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah 
o·esa. 

(3) Untuk melaksanakan tugae sebagaimana dimakeud 
ayat (1} Carik Desa mempunyai tugae: 
a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang 

dilakukan Pam,::mg Desa; 
b. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan 

merumuskan program serta petunjuk untuk 
keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas 
umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 
kemasyaraka tan; · 

c. menyusun program kerja tahunan Deea; 
d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja. Desa; 
e. menyusun laporan pertanggungjawaban Lurah 

Deea; 

f. menyueun 
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f. menyusun Rancangan Keputusa11 Lurah Deea; 
g. melaksanakan uru::ian surat-menyurat. kearsipan 

dari laporan; 
h. melaksanakan urusan keuangan; 
i. melaksanakan uruean tata ueaha, perlengkapan 

dan rumah tangga; 
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Lurah Desa. 

Pasal 13 

a. 

b. 

Staf urusan Pemerintahan mempunyai tugas: 

mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di 
bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; 
mengumpulkan bahan dalam_rangka pembinaan wilayah 
dan maeyarakat; 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

membantu pelaksanaan dan pengawaean terhadap 
penyelenggaraa:n Pemilihan Umum (PEMILU); 
membantu pelakeanaan tugas-tugas di bidang kea­
grarian sesuai dengan peraturan perundang-undan­
gan yang .berlaku; 
membantu tugas-tugas di bidang administrasi 
kependudukan dan Catatan Sipil; 
membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan 
rapat Badan Perwakilan Desa (BPD); 
mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang 
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; 
melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah 
Desa. 

Pasal 14 

Staf l!rusan pembangui:an mempunyai tugas : 

a . mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di 
bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahter­
aan masyarakat; 

b. melakukan bimbingan ,di bidang perkoperasian, 
pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian 
lainnya dalam ranska meningkatkan keh.idupan 
perekonomian maeyarakat; 

c. melaktikan bimbingan di bidang keagamaan. keseha­
tan, keluarga berencana dan pendidikan masyara­
kat; 

d. melakukan pelayar.an kepada masyarakat di bidang 
perekonomian dan pembangunan; 

e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan 
ewadaya dan partieipasi masyarakat dalam mening­
katkan perekonomian dan pelak8anaan pembangunan; 

f. melakukan adminietrasi perekonomian dan·pembangu­
nan di Desa; 

g. membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka 
mueyawarah Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

h . membantu 
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h. mertgumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang 
perekonomian dan Fembangunan: 

i. melakukan tugaa lain yang diberikan oleh Lurah 
Deaa. 

Paaal 15 

Staf urusan keuangan mempunyai tugaa 

a. menerima, menyimpan clan niengeluarkan uang Deaa 
b. mengurus dan membayar gaji pegawai : 
c. mengurus pembukuan keuangan Deaa ; 
d. mengurua pertanggungjawaban ataa penggunaan 

keuangan yang telah dikeluarkan 
e. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang 

keuangan; 
f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah 

Deaa . 

Paaal 16 

Staf urusan umum mempunyai tugas 

a. melakukan 
b. melakukan 

Deaa: 

admin1strasi umum; 
uruaan perlengkapan 

c. melakukan uruaan rumah tangga; 

dan inventaris 

d. melakukan pengaturan pelaksanaan rapat-rapat 
di11aa dan upacara ; 

e. melakukan urusan tata usaha Desa; 
f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerin­

tah Desa; 
g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah 

Desa. 

Paaal 17 

Staf uruaan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas 

a. mengumpulkan. mengolah dan mengevaluaai data di 
bidang kesejahteraan rakyat; 

b. melakukan bimbingan di bidang keaehatan, keluarga 
berencana dan pendidikan masyarakat; 

c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang 
kesejahteraan rakyat; 

d. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan 
terhadap korban bencana 

e. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pembinaan 
Keaejahteraan Keluarga (PKK), Pramuka dan organi­
aaai kemaayarakatan lainnya; 

f. mengumpulkan i' .. 
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f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang 
kesejahteraan rakyat; 

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah 
Deaa . 

Pasal 18 

(1) Pelaksana teknia lapangan berkedudukan sebaagi 
unsur pelaksana dibidang tugasnya maaing-masing. 

(2) 

(3) 

Pelaksana teknia lapangan mempunyai tugas menja­
lankan kegiatan pelaksanaan tugas lapangan yang 
menjad1 bidang tugasnya. 

Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimakaud 
ayat (2) pelakeana teknia lapangan mempunyai 
fungal; 
a. melaksanakan kegiatan-kegiatan lapangan yang 

menjadi bidang tugasnya; 
b. melaksanakan pelayanan administraai Lurah 

Desa . 

Pasal 19 

Modin mempunyai tugas 

a. melakukan bimbingan di bidang keagamaan · ; 
b. melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam 

uruaan_kematian ; 

c. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan 
shodaqoh; 

ct. melakukan tugas lain yang diberikan oleh . Lurah 
Desa. 

Paaal 20 
Kepetengan / Jogoboyo mempunyai tugas 

a. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban 
maayarakat 

b. melakukan pelayanan kepada maayarakat di bidang 
ketentraman dan ketertiban 

c. membantu menyelenggarakan kegiatan adm1nistras1 
pertahanan aipil; 

d. membantu pelaksanaan 
luran bantuan kepada 
kegiatan pengawasan 
bencana lainnya; 

pengawasan terhadap penya­
masyarakat serta melakukan 
akibat bencana alam dan 

e. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan 
dengan pembinaan kerukunan warga; 

f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang 
ketentraman dan ketertiban 

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah 
Desa. 
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Pasal 21 

Ulu-ulu mempunyai tugas : 

a. melakukan bimbingan dan pembinaan kesiatan Dharma 
Tirta; 

b. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta 
menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik 
di lingkungan Desa : 

c. mengatur tata pengairan Desa; 
d. melakukan tugas lain yang diber-ikan oleh Lurah 

Desa. 

Pasal 22 

Kebayan mempunyai tugas: 

a. melaksanakan tugas-tugas di bidang pemungutan 
pajak, retribus1 dan pendapatan lain- lain ; 

b. melakukan tugas lain yang yang diberikan oleh 
Lurah Desa . 

Pasal 23 

(l) Bekel / Kamituwo berkedudukan sebaga1 unsur 
pelaksana tugas dan kewajiban Lurah Desa dalam 
wilayah kerjanya. 

(2) Bekel / Kamituwo sebagaimana dimaksud ayat (1) 
mempunyai fungsi : 
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangu­

nan dan kemasyarakatan dan ketertiban di 
wilayah kerjanya; 

b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerja­
nya; 

c. melaksanakan kebijaksanaan Lurah Desa. 

Pasal 24 

Bekel/Kamituwo mempunyai tugas: 

a. membantu pelaksanaan tugas Lurah Desa 
b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan eerta ketentraman dan keterti­
ban; 

c. melaksanakan keputusan dan kebiJakan Lurah Desa; 
d. membantu Lurah Desa dalam kegiatan pembinaan dan 

kerukunan warga; 
e. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong; 
f. melakukan kegiatan penyuluhan program Pemerintah; 
g. melaksanakan tugaa-tusas lain yang dibet'ikan oleh 

Lurah Desa. 

BAB V . · 1· ... 
l . 
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BAB V 
TATA KERJA PEMERINTAH DESA 

DAN PAMONG DE$A 
Pasal 25 

( 1) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, 
Lurah Desa: 
a. bertanggungjawab kepada masyarakat Desa mela­

lui BPD; 
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pemerinta­

han Desa kepada Bupati melalui Camat setem­
pat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekre­
tariat Desa bertanggung jawab kepada Lurah Desa. 

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pelaksana 
Teknis Lapangan bertanggungjawab kepada Lurah 
Desa. 

(4) Dalam menJalankan tugas . dan fungsinya 
Bekel/Kamituwo bertanggungjawab 
Desa . 

kepada Lurah 

Paaal 26 

Bagan Organisasi, Susunan dan Tata Kerja Pemerintah 
Deaa ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal 27 

(1) Susunan Organisaai Pemerintah Desa ditetapkan 
oleh Lurah Desa setelah mendapatkan pereetujuan 
BPD. 

(2) Susunan Organiaasi Pemerintah Desa 
dimakeud ayat (1) dilaporkan oleh 
kepada Bupati melalui Camat. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah 
Pemerintah Deea agar menyesuaikan 
organisasinya_ sehingga aesuai dengan 
Daerah ini. 

sebagaimana 
Lurah Desa 

ini, maka 
struktur 

Peraturan 

(2 ) Dalam pelaksanaan penyesuaian struktur sebagai­
mana dimaksud ayat (1), Desa segera menata 
kembali jabatan-jabatan Pamong Desa yang 
sekarang ada. 

(3 ) Penataan 
dimakaud 
ae t elah 

Jabatan-jabatan Pamong Desa aebagaimana. 
ayat (2) dilakukan oleh Lurah Desa 

mendapat peraetuJuan dari BPD. 

1 (4) Penataan ..... . 
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( 4) Penataan kembal1 jab.atan- jabatan Pamong Deea 
eebagaimana dimaksud ayat (2} dan (3) dituangkan 
dalam Keputuean Lurah Deaa. 

BAB VII 
KEfENTUAN LAIN~LAIN 

Paaal 29 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 
eepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebib 
lanjut oleh Bupati 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Paaal 30 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 
semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan 
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 31 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 

Agar aetiap orang dapat mengetahuinya memer­
intahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Demak. 

di Demak 
al 1 Juli 2000 

DJOKO WIDJI 

Disetujui DPRD Kabupaten Demak 
Dengan Keputusan Nomor 09/ . DPRD/2000 
tanggal 1 Juli 2000 . 

Diundangkan di 
pada tanggal 1 

SE,==RIS D 
i 2000 

ABUPATEN DEMAK 
il3..=3-""an Tugas, Yan 

rs . OE HNO 
Pembina Tk. I { 
NIP.010085477) 

LEMB.Am.AN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000 

N0M0R 9 SERI D N0MOR 5 . 

DEMAK 

• • -
SUWITO, S. IP / 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEt1AK 
NOMOR 8 TAHUN 2000 

TENTANG 
SUSUSNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 

I. PENJELASAN UMUM 

Diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ten­
tang Pemerintahan Daerah, maka eemua peraturan perundang­
undangan yang bertentangan ciengan Undang-undang tersebut 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Dalam rangka untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan 
Pemerintah Desa yang selektif dan berhaeil guna diperlukan 
pengaturan kembali tentang Susunan Organisasi clan Tata KerJa 
Pemerintah Desa. 

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 
Tahun ~999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Keputusan 
Menteri Dalam Neseri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum 
Pengaturan Mengenai Desa, maka Sueunan Organisasi dan Tata 
Kerja Pemerintah Desa d1tetapkan dengan Peraturan Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 s.d Pasal 25 : Cukup jelas. 

Pasal 26 
Bagan dimakeud hanya sebagai contoh yang tidak mengikat 
Deea, terutama pada jumlah Staf Urusan, Pelaksana teknis 
dan uneur Wilayah. 

Pasal 27 s.d Pasal 31 Cukup jelas. 

-------0000- -------
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STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA LAMPIRAN : PERATURAN DAERAB KABUPAlEN DEMAK 
NOMOR 8 TAHUN 1000 

• 

MODIN 

' I 1-----

LURAH 
DESA 

-

. 

I 

KEPETENGAN/ 
JOGOBOYO 

' 

TANGGAL 1 JULI 1000 

N i------------- --------------- ---------
___ UNSlllLPiMPlt:i. 

I ---------- -----
I 
I 
I · 
I 
I 
I 

I I 

I 
STAFURUSAN STAF URUSAN ' ' PEMERINTAHAN PEMBANCJUNAN 

' ' I 7 . -
! I ! ___ J_ --

• I 

ULU-UW KEBAYAN 

' ' ' ' 

• 

CAfilKDESA 

IITAF URU'SAN 
KEUANGAN 

i _ _________ J ____ 

UNSURST 'AF 

----.---- -----------

I I 

STAFURU'SAN STAFURUSAN 

UMUM KES.RA 

• • 
I ! 

-'---l----------------

UNSURPELAKSANA TI'XNIS ------

, 
: 
' • . . . . 
' . 
• . . 
' . . . . . . _, 

-4------- 1----------
_____ __..., _____________________ --- -

UNSURWilAYAH 

' --------------------- ---·----- --------- --------·-------· 
! f' 

BEKEl/ .. ' 
KAMl'l'UWO 

.. . Bl 'i'IDEMAK 

-I 
I J ~ 

\ 

H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP 
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